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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR  2  TAHUN  2010
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,
Menimbang
:
a.
bahwa pembentukan desa berdasarkan hasil pemekaran merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;



b.
bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi , potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta volume kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan Pembentukan Desa  Definitif di Kabupaten Parigi Moutong;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif;   

Mengingat           :      1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 23 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 106);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten parigi Moutong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Parigi Moutong.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Camat adalah Kepala Kecamatan.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pembentukan Desa adalah dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. 

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH 

Pasal  2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sausu Tambu dalam Wilayah Kecamatan Sausu.

(2) Luas Desa Sausu Tambu adalah 2.895 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Sausu Tambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Sausu Piore dikurangi dengan luas wilayah Desa Sausu Tambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 10.342 Km2. 

Pasal  3
(1)
Desa Sausu Tambu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maleali dan Sausu Torono;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sausu Gandasari.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  4
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tolai Timur dalam Wilayah Kecamatan Torue.
(2) Luas Desa Tolai Timur adalah 5.310 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Tolai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tolai dikurangi dengan luas wilayah Desa Tolai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 6.149 Km2. 

Pasal  5
(1)
Desa Tolai Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  6
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Uevolo dalam Wilayah Kecamatan Siniu.

(2) Luas Desa Uevolo adalah 89.845 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Uevolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Marantale dikurangi dengan luas wilayah Desa Uevolo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 13.559 Km2. 

Pasal  7
(1)
Desa Uevolo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  8
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ogo Lugus dalam Wilayah Kecamatan Ampibabo.

(2) Luas Desa Ogo Lugus adalah 630 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Ogo Lugus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Paranggi dikurangi dengan luas wilayah Desa Ogo Lugus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 630 Km2. 
Pasal  9
(1) Desa Ogo Lugus mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toga dan Desa Sidole;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tombi.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  10
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lemo Utara dalam Wilayah Kecamatan Ampibabo.

(2) Luas Desa Lemo Utara adalah 2.000 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Lemo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Lemo dikurangi dengan luas wilayah Desa Lemo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 2.193 Km2. 

Pasal  11
(1)
Desa Lemo Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buranga;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindue Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  12
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lombok Barat dalam Wilayah Kecamatan Tinombo.

(2) Luas Desa Lombok Barat adalah 2247 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Lombok dikurangi dengan luas wilayah Desa Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 10.295 Km2. 

Pasal  13
(1)
Desa Lombok Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bobalo;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Induk;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ogoalas.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  14
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Supilopong dalam Wilayah Kecamatan Tomini.
(2) Luas Desa Supilopong adalah 235 Km2
(3) Dengan dibentuknya Desa Supilopong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ogotomubu dikurangi dengan luas wilayah Desa Supilopong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 6.958 Km2. 

Pasal  15
(1)
Desa Supilopong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ambesia;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  16
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ambesia Barat dalam Wilayah Kecamatan Tomini.

(2) Luas Desa Ambesia Barat adalah 26.894 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Ambesia Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ambesia dikurangi dengan luas wilayah Desa Ambesia Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 57.933 Km2. 
Pasal  17
(1)
Desa Ambesia Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli toli;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ambesia dan desa Ambesia Selatan;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ogotumubu
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  18
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bamba Siang dalam Wilayah Kecamatan Palasa.

(2) Luas Desa Bamba Siang adalah 7.742 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Bamba Siang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Palasa dikurangi dengan luas wilayah Desa Bamba Siang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 2.310 Km2. 
Pasal  19
(1)
Desa Bamba Siang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palasa Lambori;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulatan.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  20
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Malalan  dalam Wilayah Kecamatan Mepanga.

(2) Luas Desa Malalan adalah 264 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Malalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Mepanga dikurangi dengan luas wilayah Desa Malalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 927 Km2. 

Pasal  21
(1)
Desa Malalan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ogobayas;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mensung;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  22
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kota Raya Selatan dalam Wilayah Kecamatan Mepanga.

(2) Luas Desa Kota Raya Selatan adalah 550 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Kota Raya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kota Raya dikurangi dengan luas wilayah Desa Kota Raya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 820 Km2. 

Pasal  23
(1)
Desa Kota Raya Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Raya Timur;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mensung;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moubang dan desa Mensung
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  24
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Maranti dalam Wilayah Kecamatan Mepanga
(2) Luas Desa Maranti adalah 2.663 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Maranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kayuagung dikurangi dengan luas wilayah Desa Maranti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 9.375 Km2. 

Pasal  25
(1)
Desa Maranti mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kabupaten Buol;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa desa Ogotion;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayu Agung;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moubang
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal  26
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bolano Tengah dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu
(2) Luas Desa Bolano Tengah adalah 2.000 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Bolano Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Bolano dikurangi dengan luas wilayah Desa Bolano Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 7.375 Km2. 

Pasal  27
(1)
Desa Bolano Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Desa Bolano Utara;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Induk;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bajo;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolano Barat.

(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal  28
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bolano Utara dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu

(2) Luas Desa Bolano Utara adalah 1.000 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Bolano Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Bolano dikurangi dengan luas wilayah Desa Bolano Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 6.375 Km2. 

Pasal  29
(1)
Desa Bolano Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Jaya;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Induk;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Desa Bolano Tengah;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolano Barat dan Desa Beringin Jaya.

(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 30
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tinombala Jaya dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
(2) Luas Desa Tinombala Jaya adalah 3.260 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Tinombala Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tinombala dikurangi dengan luas wilayah Desa Tinombala Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi .4.300 Km2. 

Pasal  31
(1)
Desa Tinombala Jaya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Mandiri;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabolo-bolo;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  32
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Persatuan Utara dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.

(2) Luas Desa Persatuan Utara adalah 52.250 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Persatuan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Persatuan Sejati dikurangi dengan luas wilayah Desa Persatuan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 63.324 Km2. 

Pasal  33
(1)
Desa Persatuan Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ongka;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  34
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Wanamukti Utara dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.

(2) Luas Desa Wanamukti Utara adalah 1.025 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Wanamukti Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Wanamukti dikurangi dengan luas wilayah Desa Wanamukti Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 3.005 Km2. 

Pasal  35
(1) Desa Wanamukti Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petunasugi;
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petunasugi;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk dan Desa Lembah Bomban;
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  36
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bosagon Jaya dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.

(2) Luas Desa Bosagon Jaya adalah 20.665 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Bosagon Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Malino dikurangi dengan luas wilayah Desa Bosagon Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 23.234 Km2. 

Pasal  37
(1)
Desa Bosagon Jaya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabolo-bolo;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  38
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kayu Jati dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.

(2) Luas Desa Kayu Jati adalah 65.175 Km2

(3) Dengan dibentuknya Desa Kayu Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Ongka dikurangi dengan luas wilayah Desa Kayu Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 70.237 Km2. 

Pasal  39
(1)
Desa Kayu Jati mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk dan Kabupaten Buol;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Santigi dan Desa Lembah Bomban;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal  40
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lambanau dalam Wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
(2) Luas Desa Lambanau adalah 18.000 Km2
(3) Dengan dibentuknya Desa Lambanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Malino dikurangi dengan luas wilayah Desa Lambanau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 23.475 Km2. 

Pasal  41
(1)
Desa Lambanau  mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk;

b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Induk;

c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Induk;

d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ogotion
(2)
Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III

JUMLAH PENDUDUK
Pasal 42
Jumlah penduduk masing-masing desa definitif adalah sebagai berikut :
a. Jumlah penduduk Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu adalah  2.085 Jiwa, terdiri dari 505 Kepala Keluarga;
b. Jumlah penduduk Desa Tolai Timur Kecamatan Torue adalah  1.455 Jiwa, terdiri dari 339 Kepala Keluarga;
c. Jumlah penduduk Desa Uevolo Kecamatan Siniu adalah  1.514 Jiwa, terdiri dari 430 Kepala Keluarga;

d. Jumlah penduduk Desa Ogo Lugus Kecamatan Ampibabo adalah  1.104 Jiwa, terdiri dari 252 Kepala Keluarga;

e. Jumlah penduduk Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo adalah  1.285 Jiwa, terdiri dari 257 Kepala Keluarga;

f. Jumlah penduduk Desa Lombok Barat Kecamatan Tinombo adalah  1.777 Jiwa, terdiri dari 376 Kepala Keluarga;

g. Jumlah penduduk Desa Sopilopong Kecamatan Tomini adalah 1.389 Jiwa, terdiri dari 237 Kepala Keluarga;

h. Jumlah penduduk Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini adalah  1.526 Jiwa, terdiri dari 313 Kepala Keluarga;

i. Jumlah penduduk Desa Bamba Siang Kecamatan Palasa adalah  2.119 Jiwa, terdiri dari 438 Kepala Keluarga;
j. Jumlah penduduk Desa Malalan Kecamatan Mepanga adalah  1.012 Jiwa, terdiri dari 207 Kepala Keluarga;

k. Jumlah Penduduk Desa Kota Raya Selatan Kecamatan Mepanga adalah 2.278 Jiwa, terdiri dari 568 Kepala Keluarga;

l. Jumlah Penduduk Desa Maranti Kecamatan Mepanga adalah 1.256 Jiwa, terdiri dari 267 Kepala Keluarga;

m. Jumlah penduduk Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.044 Jiwa, terdiri dari 266 Kepala Keluarga;
n. Jumlah penduduk Desa Bolano Utara Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.044 Jiwa, terdiri dari 266 Kepala Keluarga;
o. Jumlah penduduk Desa Tinombala Jaya Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.439 Jiwa, terdiri dari 410 Kepala Keluarga;
p. Jumlah penduduk Desa Persatuan Utara Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.221 Jiwa, terdiri dari 284 Kepala Keluarga;
q. Jumlah penduduk Desa Wanamukti Utara Kecamatan Bolano Lambunu adalah  678 Jiwa, terdiri dari 206 Kepala Keluarga;

r. Jumlah penduduk Desa Bosagon Jaya Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.389 Jiwa, terdiri dari 315 Kepala Keluarga;

s. Jumlah penduduk Desa Kayujati Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.895 Jiwa, terdiri dari 428 Kepala Keluarga.
t. Jumlah penduduk Desa Lambanau Kecamatan Bolano Lambunu adalah  1.075 Jiwa, terdiri dari 215 Kepala Keluarga.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 43
Kewenangan desa mencakup :

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten ; dan

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

	Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
[image: image3.jpg]



NIRMAN J. WINTER

	Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal      

BUPATI PARIGI MOUTONG,

LONGKI DJANGGOLA




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2010 NOMOR 9
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF
I. UMUM
Secara geografis Desa Sausu Tambu di Kecamatan Sausu, Desa Tolai Timur Kecamatan Torue, Desa Uevolo Kecamatan Siniu, Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo, Desa Lombok Barat Kecamatan Tinombo, Desa Supilopong Kecamatan Tomini, Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini, Desa Bamba Siang Kecamatan Palasa, Desa Malalan Kecamatan Mepanga, Desa Kota Raya Selatan Kecamatan Mepanga, Desa Maranti Kecamatan mepanga,  Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Bolano Utara Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Tinombala Jaya Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Persatuan Utara Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Wanamukti Utara Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Bosagon Jaya Kecamatan Bolano Lambunu, Desa Kayu Jati Kecamatan Bolano Lambunu dan Desa Lambanau Kecamatan Bolano Lambunu mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian struktur Pemerintah. Karena dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksnaaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa-desa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran desa-desa tersebut.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Perwakilan dan Panitia Pemekaran desa-desa tersebut dipandang memenuhi syarat untuk menjadi desa definitf, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuk desa-desa definitif tersebut maka luas wilayah desa-desa induk berkurang seluas desa-desa definitif tersebut
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4


Cukup jelas

Pasal 5


Cukup jelas

Pasal 6


Cukup jelas

Pasal 7


Cukup jelas

Pasal 8


Cukup jelas

Pasal 9



Cukup jelas

Pasal 10



Cukup jelas

Pasal 11



Cukup jelas

Pasal 12



Cukup jelas

Pasal 13



Cukup jelas

Pasal 14



Cukup jelas

Pasal 15



Cukup jelas

Pasal 16



Cukup jelas

Pasal 17



Cukup jelas

Pasal 18



Cukup jelas

Pasal 19



Cukup jelas

Pasal 20



Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 22


Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas
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